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MOTTO 

Surat An-Nisa Ayat 58 

 

تِ  نََٰ َ يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّوا۟ ٱلْْمَََٰ ٰٓ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمْتمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أنَ تحَْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِۚ  ۞إِنَّ ٱللََّّ إِلىََٰ

ا بَصِيرًا َ كَانَ سَمِيعًًۢ ا يَعِظُكُم بِهِٰۦٓ ۗ إِنَّ ٱللََّّ َ نعِِمَّ  إِنَّ ٱللََّّ

 

  

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. 
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D. Syaddah 

     Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya ةطال  

al-thibb. 

 

E. Kata Sandang 

Kata sandang (.... ال) ditulis dengan al-... misalnya   الصٌاعة 

= al-shina’ah. Al- ditulis dengan huruf  kecil  kecuali terletak  

pada  permulaan  kalimat. 

 

F. Ta’ Marbuthah (ة) 

Setiap ta‟ marbuthah ditulis “h” misalnya  ةٍ  ععٍ  ثطال شوعال  ةٍ   = al- 

ma’isyah at-thabi’iyah. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan guna terkait dengan penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah Desa Purwogondo. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang  penerapan prinsip-prinsip good 

governance di perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

keuangan desa oleh pemerintah Desa purwogondo. 

Dalam penelitian ini dilakukan karena letaknya yang strategis, tapi 

pengembangan ekonomi masyarakat Desa Purwogondo masih belum berkembang 

dengan cepat dari tahun ke tahun, dikarenkan daya tangkap masyarakat akan informasi 

pengelolaan keuangan desa juga masih kurang. Terlebih papan informasi atau banner 

mengenai realisasi anggaran atau APBDesa juga masih kurang. 

Penelitian ini  dilakukan di Desa Purwogondo Kecamatan Boja  Kabupaten 

Kendal dikarenakan kurangnya transaparansi dalam pertanggungjawaban didalam 

pengelolaan keuangan desa, yang menjadi sebagai informan  terpilih adalah Kepala 

Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara secara mendalam, pengamatan langsung dan dengan dokumentasi pada 

pengelolaan keuangan desa. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam pengelolaan keuangan di Desa Purwogondo sudah berjalan akan 

tetapi masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Dikarenakan  belum optimalnya 

didalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Desa Purwogondo terutama 

didalam pelaksanaan dan pertanggungjawban pengelolaan keuangan dikarenakan 

masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Selain itu masih 

minimnya pendidikan para perangkat desa membuat kurang optimalnya didalam 

penyelesaian tugas  pada pelaksanaan serta pada pelaporan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa.  

 

 

 

Kata Kunci : Good Governance, Pengelolaan Keuangan Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Peraturan tentang desa sudah dilakukan dalam pengesahan di  Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi desa-desa di 

Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut 

mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa yang berasal dari sumbangan pemerintah 

pusat dan suntikan kas daerah. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat 

alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per 

desa. Undang-Undang Desa ini telah memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa 

menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya 

berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa1. 

Sesungguhnya aparatur desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan. Selain 

menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, desa juga mendapatkan Alokasi 

Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD 

Provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli 

Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan 

pendapatan lain yang sah. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan 

tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen good governance. Good 

governance dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan2. 

Didalam sistem pengelolaan keuangan desa itu sendiri merupakan suatu realitas sosial 

dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti 

pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan masyarakat. Dalam penerapan konteks 

sistem pemerintahan desa di Indonesia, konsep good governance digunakan sebagai kerangka 

institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada 

tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak didasari oleh 

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,dan partisipasi. Selain itu, dalam realitasnya 

 
1Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 
2Kemendagri,2016 pada Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung ,2016 
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praktik good governance terhadap pengelolaan keuangan lebih ditujukan kepada pemerintah 

pusat, bukan masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi riil tersebut peneliti tertarik untuk 

menggunakan topik good governance sebagai salah satu alat analisis didalam pengelolaan 

Keuangan Desa di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. 

Seperti halnya ditemukan sebuah masalah yang menjadikan sesuatu yang  harus diteliti 

dan dicarikan solusi yang baik dalam pencatatan,pelaporan,dan realisasi sebuah Anggaran 

Dana Desa untuk menciptakan kesejahteraan bagi suatu desa. Adapula sebuah temuan  

masalah yang diterbitkan oleh sebuah media massa yang menerangkan bahwasannya terjadi 

sebuah problematika yang berada di Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal 

Jawa Tengah. Dalam sebuah problematika yang menyulut masyarakat untuk mengusut akan 

penyelewangan dana desa yang dilakukan oleh Kepala desa(Kades) yang mengajukan 

anggaran dana desa untuk melakukan proyek didesa Purwogondo tapi perealisasiannya tidak 

ada atau disebut sebagai proyek fiktif, oleh karena itu masyarakat mendatangi kantor desa 

untuk sidak dan melaporkan proyek fiktif tersebut ke Bupati Kendal Mirna Annisa.   

Kedatangan Mirna Annisa di Balai Desa Purwogondo langsung diserbu masyarakat desa 

dan mengadu ke bupati bahwasannya kepala desa Purwogondo telah menyelewengkan 

anggaran dana desa dan tidak ketinggalan pula ada bukti penyelewangan dana seperti proyek 

pembangunan jalan desa hingga pembuatan bendungan yang sampai saat ini masih terbilang 

fiktif belaka. Sementara itu kepala desa juga dihadirkan untuk mempertanggung jawabkan 

anggaran dana desa yang masuk ke kantor desa,tetapi Kepala Desa menyatakan bahwasannya 

dia sudah melakukan pembangunan dari dana desa sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu 

untuk sementara waktu pangkat kepala desa akan dicopot selama penyelidikan 

berlangsung.3Bukan hanya dari sindonews saja yang menerbitkan masalah tentang 

penyelewengan anggaran dana desa tapi Tribun Jateng juga menerbitkan masalah ini sebgai 

berikut ini temuan masalahnya: 

Tatang iskandariyanto menyatakan bahwasanya saat ini pihaknya sedang menyelidiki 

akan kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala desa Purwogondo, 

Kecamatan Boja,Mulyanto dilaporkan oleh warga dusun Mangir Desa Purwogondo 

bahwasannya diduga Kepala desa telah mengadakan proyek fiktif yang menggunakan dana 

desa sebagai sumber pendanaan4. Proyek tidak ada realisasi yang dilaporkan oleh warga 

 
3Eddie Prayitno,sindonews.com 
4Tatang Iskandariyanto, Tribun jateng 

https://index.sindonews.com/blog/973/eddie-prayitno
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dusun Mangir ialah proyek pembangunan bendungan dan saluran irigasi di dusun Mangir 

lebih tepatnya di perbatansan Kecamatan Boja dan Limbangan. 

Sebelumnya Bupati Kendal, Mirna Annisa melakukan sidak terkait dengan 

penyelewengan anggaran dana desa oleh kades Purwogondo terhadap proyek fiktif yang 

dilakukan oleh kades pada kamis (4/10). Ia pun meminta oknum Kades tersebut untuk 

menonakktifkan jabatan sebagai kepala desa hingga penyelidikan dari kepolisian dan 

inspektorat selesai.5 

B . Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil dari temuan masalah yang dapat diketahui bahwa fenomena 

pengelolaan Dana Desa di Desa purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal,secara 

normatif dapat dikatakan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur sesuai yang belaku. 

berikut : 

1. Apakah prinsip good governance sudah diterapkan dalam perencanaan pada 

pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purwogondo? 

2. Sudahkah prinsip good governance diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan 

Keuangan Desa di Desa Purwogondo? 

3. Sudahkah prinsip good governance diterapkan dalam pertanggungjawaban pada 

pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purwogondo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Dhian Adi Putranto,Tribunjateng.com 
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2. Batasan Masalah  

Didalam penelitian ini, penulis membatasi dalam permasalahan yang diteliti. 

Pengaplikasian prinsip Good Governance terhadap pengelolaan keuangan desa,berfokus 

pada penerapan prisip Good Governance, yakni prinsip akuntabilitas,transparansi,dan 

partisipasi masyarakat. Hal ini dijalankan karena prinsip akuntabilitas dinilai sebagai 

prinsip yang paling dekat kaitannya dengan peranan masyarakat secara langsung, 

mengingat tujuan alokasi keuangan desa adalah mendukung pemerintah desan untuk 

melaksanakan pembangunan baik dari sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana 

kesehatan yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat di Desa purwogondo. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut ini: 

a. Meendeskripsikan dan menganalisis penerapan-penerapan prinsip Good 

Governance dalam perencanaan dalam pengelolaan keuangan Desa di 

Desa Purwogondo. 

b. Mendeskrispsikan dan menganalisis penerapan-penerapan prinsip Good 

Governance dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa 

Purwogondo. 

c. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan-penerapan prinsip Good 

Governance dalam pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan 

Desa di Desa Purwogondo. 
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2.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

a. Manfaat bagi masyarakat Desa Purwogondo 

a). Untuk memahami dan implementasi good governence dalam praktik 

pengelolaan desa. 

b).  Pemaparan teori dan sumbangan pemahaman baru untuk menjelaskan 

mengenai konsep good governance kepada masyarakat. 

c).   Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik nyata atau paling 

tidak dapat digunakan untuk memperbaiki pratik good governace yang 

sudah ada selama ini. 

d).  Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada  

masyarakat ikut mengawasi pengelolaan Dana Desa. 

e). Dan diharapkan bermanfaat untuk mengimplikasikan kebijakan dari 

penelitian yang dapat digunakan untuk menilai implementasi good 

governance pada instansi pemerintahan khususnya pemerintahan desa. 

b. Bagi Universitas  

Penelitian ini semoga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, serta menjadi kepustakaan, khususnya mengenai perspektif  

Kepala Desa dan masyarakat mengenai good governance pengelolaan dana desa. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pengalaman, wawasan khususnya berkaitan 

dengan perspektif  Kepala Desa dan masyarakat terhadap good governance 

pengelolaan dana desa. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini,penulis menggunakan berbagai telaah pustaka dari 

berbagai penelitian terdahulu, antara lain : 

 

1.1 Daftra Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 
Hasil Penelitian 

1. Ni Wayan Rustiarini 

(2017) 

Pengelolaan dana 

desa 

Good 

Governance 

Pelaksanaan pengelolaan 

dana desa sesuai dengan 

mekanisme prinsip 

Good Governance. 

2. Titiek Puji Astuti dan 

Yulianto (2018). 

Pengelolaan dana 

desa 

Good 

Governance 

Dalam Undang-Udang 

tentang  Desa telah 

menerangkan tentang salah 

satu instrumen yang 

mendasar ialah tentang 

dialokasikannya 

dana desa yang 

bersumber dari APBN, 

sebagai pengejawantahan 

dalam  paradigma desa 

untuk membangun,  yang 

memberikan kewenangan 

sepenuhnya kepada desa 

dalam membangun 

kesejahteraan 

masyarakat desa. 

3. Anas Heriyanto (2017). Good Governance Tata Kelola 

Kepemerintahan 

Desa 

Dilakukan Upaya 

Pemerintah Desa dalam  

mengatasi hambatan dalam 

penerapan prinsip- prinsip  

Good Governance dalam 

tata kelola pemerintahan 

Desa Triharjo yaitu 

peningkatan karena 

didalam kapasitas 

kemampuan Perangkat desa 

dimulalai dengan  

pendidikan dan pelatihan 

yang berkesinambungan 

serta pembentukan 

BUMDes(Badan 

Usaha Milik Desa). 
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4. Riyanto, T (2016). Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

Akuntabilitas  

Finansial 

Akuntabilitas Finansial 

didalam prinsip 

Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Kantor 

Desa Perangat Selatan 

dimulai dari pelaksanaan 

sampai dengan pencapaian 

hasilnya dapat 

dipertanggungjawab kan di 

depan seluruh pihak 

Pemerintah Desa, namun 

belum dapat 

dipertanggungjawab kan 

kepada seluruh 

masyarakat desa. 

5. Tumbel, S.M (2018). Pengelolaan Partisipasi Dalam penerapan prinsip-

prinsip Good Governance 

terdapata prisnsip 

Partisipasi kepada  

  Dana  Desa Masyarakat masyarakat dalam 

    Perencanaan 

    pembangunan, 

    Pelaksanaan 

    pembangunan, dan 

    Evaluasi masih 

    Sangat rendah 

 

6. 

 

 

 

 

 

Faridah, Jurnal Ilmu 

DanRiset Akuntansi Vol  4  

No 5tahun (2017) 

Transparansi Dan 

Akuntabilitas  

 

Akuntansi 

financial 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepala desa di Desa Sido 

gedung batu Kecamatan 

Sangkapuran Kabupaten 

Gresik telah melaksanakan 

prinsip- prinsip 

transparansi dan 

akuntabilitas pada 

pengelolaan APBDes tahun 

anggaran 2017, secara 

umum Trasparansi dan 

Akuntabilitas di Desa Sido 

gedung batu Kecamatan 

sangkapuran Kabupaten 

Grisik sudah berjalan 

dengan  baik, walaupun 

masih ada beberapa 

kelemahan yang masih 

harus diperbaiki dan  

menjadi bahan  

evaluasi di desa sido 

gedung batu 
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7. 

 

 

Juliska Baura, Jantje 

Mandey dan Femmy 

Tulusan (2017) 

Pemberdayan 

Masyarakat Dalam 

Pemanfaatan 

AlokasiDana 

Desa(ADD) 

(SuatuStudyDi 

DesaBukumatiti 

KecamataJailolo 

Kabupaten 

HalmaheraBarat) 

Partisipasi 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntabilitas dalam 

pemberdayaan masyarakat 

terhadap pemanfaatan 

Aloksi Dana Desa (ADD) 

di Desa Bukumatiti  belum 

terwujud sesuai dengan 

harpan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan pemerintah 

desa tidak ada 

pertanggungjawaban 

tentang biaya yang di 

keluarkan dalam 

pemanfaatan Alokasi Dana 

Desa (ADD). Dengan 

demikian Alokasi Dana 

Desa (ADD)di desa 

Bukumatiti pernah di 

berhentikan langsung oleh 

pemerintah kabupaten 

dengan catatan tidak ada 

pertanggungjawaban dalam 

setiap  reaslisasi dari 

program Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

8. Arifiyanto (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

di 

Kecamatan 

Umbulsari 

Kabupaten  Jember 

Akuntabilitas  

 

 

 

 

 

perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan 

Alokasi Dana Desa sudah 

menunjukkan pengelolaan 

yang akuntabel dan 

transparan dari sisi 

pertanggungjawaban baik 

dari Segi fisik maupun 

Administrasi sudah 

menunjukkan pelaksanaan 

yang akuntabel dan 

Transparan 
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9. Muslimin, Mappamiring 

dan St.Nurmarta (2016) 

Akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi 

Dana Desadi desa 

Punagaya 

Kecamatan 

Bangkala 

Kabupaten 

Jeneponto 

Trasnsparansi 

dalam Alokasi 

Dana Desa 

 

 

Akuntabilitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di desa 

Punagaya Kecamatan 

Bangkala Kabupaten 

jeneponto, faktor 

akuntabilitas Alokasi Dana 

Desa terbatas pada 

keterampilan, keinginan 

dan tingkat partisipasi. 

Perencanaan program ADD 

(Alokasi Dana Desa) di 

desa Punagaya secara 

bertahap telah 

melaksanakan konsep 

pembangunan partisipasi 

masyarakat desa. 
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10.  

Husin Sulmin (2015) 

Pertanggungj 

awaban Penggunaan 

Alokasi Dana Desa 

Pada Pemerintah 

Desa Dikabupaten 

Donggala 

Partisipasi 

masyarakat 

1.Mekanisme 

pertanggungjawaban 

pemerintahan Desa dalam 

penggunaan alokasi dana 

Desa dimulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan serta diakhiri 

oleh pertanggungjawaban 

penggunaan Alokasi Dana  

Desa 

 

2. Pengawasan dalam 

penggunaan alokasi dana 

desa melalui pengawasan 

yang telah melekat pada 

peratura perundang-

undangan yang berlaku. 
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E. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Selaras dengan kajiaanya, penelitian ini ialah menggunaka metode penelitian 

lapangan (field research), yaitu  penelitian yang akan dilakukan dilapangan atau pada 

responden guna untuk mendapatkan data yang akan di teliti oleh peneliti. Serta dalam 

jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena atau masalah tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya prilaku, reprepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik,dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah6. Penelitian 

kualitatif dimaksudkan sebagai penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. 

Penelitian kualitatif ini semoga dapat diharapkan mampu menghasilkan uraian 

pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, mendalam 

tentang suatu prilaku tertentu yang dialami dan dapat diamati dalam suatu konteks yang 

dikaji ari sudut pandang yang utuh. 

Dalam penelitian ini objek penelitiannya berada di Desa Purwogondo Kecamatan 

Boja Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam pengelolaan 

keuangan sudah menggunakan prinsip good governance akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi. 

2. Sumber Data  

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya,data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan sekunder. 

 

 

 

 

 
6Lexy J Moleong,metode penelitian kualitatif, Bandung PT. Remaja Rosadakarya,2016,hal 6 
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a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli(tidak melalui media perantara) yang berupa 

wawancara,opini (pendapat) orang secara individu atau 

kelompok,maupun hasil observasi dari suatu obyek. Data primer di 

peroleh dari perangkat desa di kelurahan Purwogondo. 

b. Data skunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau historis yang telah tersusun arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.7Data primer diproleh 

dari arsip maupun dokumentasi dari Desa Purwogondo. 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah data 

primer. Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari sumber 

data yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Dan Kabid 

Pembangunan. 

 

F. Teknik Pengupulan Data 

1. Wawancara 

Guna untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, 

pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan 

melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang 

kompeten dalam pengelolaan keuangan desa,serta mencatat kejadian serta 

mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan 

sebagai bahan penulisan laporan hasil penilitian. Informan yang kompeten 

dalam pengelolaan keuangan desa yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau 

sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan 

pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing8. Untuk informan 

 
7Muchammad Fauzi, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Walisongo press,Semarang,2009)  hal 165 
8Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta :Erlangga,2013 
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yang diwawancarai ialah Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, dan Kabid 

Pembangunan. 

2.  Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan catatan penting dalam peristiwa yang sudah 

berlalu. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan 

suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen itu sendiri yang akan  

digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau 

didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto, dan arsip 

lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa 

yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang dilakukan secara 

wawancara dann observasi. 

G. Teknik Analisis Data 

  Teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan: 

1. Analisis kualitatif 

Analisis kualitatif ini menurut Moleong (2007:3)9 mengemukakan 

bahwasannya analisis kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang diamati. 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini merupakan kegiatan dalam laporan pengelolaan, 

apakah sudah munggunakan prinsip good governance dalam pengelolaan 

keuangan desa. 

Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif,yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah 

dilakukan dilapangan dengan dengan mempelajari dan mengidentifikasi dalam 

pengelolaan laporan keuangan desa. 

 

 
9Moleong, Lexy J.(2007) Metode penelitian kualitatif........,Bandung 
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H. Sistematika Penulisan Skripisi 

Penulisan skripsi disusun menggunakan tiga bagian yang menggunakan lima bab dengan 

sistematika berikut ini: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sitemaatika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori akuntabilitas, transparansi, 

partisipasi dan keuangan desa. 

BAB III  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum Desa Purwogondo, yang 

menjadi lokasi penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan yang menjadi tujuan dari 

penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam pengelolaan keuangan 

desa purwogondo 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkai pembahasan, 

saran bagi peneliti, daftar pustaka serta lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengelolaan Keuangan Desa 

Dikarenakan hal ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 

Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat 

di wilayahnya menurut (Arifiyanto)10 menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari 

pengelolaan keuangan desa,yaitu : 

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan 

2.   Prinsip akuntabilitas 

3.   Prinsip partisipasi masyarakat. 

Sehubung dengan pentingnya posisi pengelolaan keuangan ini pemerintah daerah belum 

dapat melaksanakan fungsinya good governance dengan efektif dan efisien tanpa biaya 

yang cukup guna untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dengan  keuangan inilah 

yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan 

daerah dalam mengelola keuangan dan kemajuan daerahnya. 

Menurut Undang-Undang No.6 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pensapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk desa yang ditransferkan melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dikelola untuk pemberdayaan 

kelangsungan kepemerintahan di setiap desa. Adapun  beberapa tujuan  menggunakan 

prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan  Patisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa 

adalah sebagai berikut ini : 

1. Meningkatkan kepemerintah  desa dalam  menjalankan  pembangunan dan 

kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya 

 
10Arifiyanto, D F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten Jember. 
JurnalRiset Akuntansi dan keuangan volume 12 Nomor 2, Januari 2013: hal 94-103 
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2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan  pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara partisipasi 

sesuai dengan potensi desa 

3. Mendorong swadaya gotong royong dalam pengelolaa keuangan desa. 

B. Good Governance  

 Untuk menghasilkan kepemerintahan tingkat desa yang baik dan bersih maka perlu 

diterapkan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Good 

Governance merupakan sebuah prinsip tata kelola pemerintahan tingkat desa yang sudah 

di perkenalkan oleh pemerintah indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan 

Governance berpendapat bahwa pemerintah di Indonesia mempunyai tanggung jawab 

dalam menerapkan standar Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang 

telah diterapkan standar internasional11. 

 Menurut  Mardiasmo (2009)12, mendefinisikan  Good Governance  yaitu  : ‘’suatu 

konsep pendekatan yang berorientasi kepada sektor pembangunan publik kepada 

pemerintahan yang baik’’. Dengan diadakannya Good Governance dalam pengalokasian 

dana desa meningkatkan beberapa tingkatan adapun sebagai berikut ini: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan 

kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, 

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pencatatan, dan pengendalian pembangunan dana desa yang baik, 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat desa, 

4. Meningkatkan swadaya gotong-royong. 

Good Governance merupakan proses penciptaan lingkungan atas atsmosfir 

kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi atar strata pemerintahan dan antara 

pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang 

 
11Adrian Sutedi,2011. Good Corporate Governance, Jakarta: Sinar Grafika 
12Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor .......... 
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baik dan disepakati bersama Organization for Economic Cooperation and Developmen 

menyebutkan 5 pokok yang menjadi prinsip dasar Good Governance  yaitu : 

1. Keadilan (Fairness)  

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang 

timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku13. 

 Tabel 2.1 Indikator minimal prinsip keadilan(Fairness) : 

Prinsip No Indikator minimal 

Keadilan 

(Fairness) 
1 Memperkecil pelanggaran dalam bentuk diskriminasi 

2 Meningkatnya keseimbangan tanpa adanya pebedaan  gender 

3 
Meningkatnya pengisian jabatan sesuai dengan kemampuan 

tanpa membedakan gender14 

(Sumber: Sedarmayanti,2012) 

Prinsip keadilan juga terkandung dalam Q.S Al Maidah ayat 8: 

 

ِ يَٰ   ا امِيۡنَ لِلَّه مَنوُۡا كُوۡنوُۡا قوََّ ٰٓى اَ لََّ تعَۡدِلوُۡا  ۖشُهَدآَٰءَ بِالۡقِسۡطِ ـايَُّهَا الَّذِيۡنَ اَٰ نُ قوَۡم  عَلَٰ  اِعۡدِلوُۡا هوَُ اقَۡرَبُ     وَلََ يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاَٰ

ى َ  لِلتَّقۡوَٰ َ خَبيِۡرًٌۢ بمَِا تعَۡمَلوُۡنَ    وَاتَّقوُا اللّه   اِنَّ اللّه

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 

keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah. Karena (adil)  itu lebih dekat kepada  takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 

 
13Kaihatu, Thomas S. (2006). Good Corporate Governance dalam penerapannya Di Indonesia.Jurnal Manajemen 

dan Kewirausahaan. Vol.8, No.1 Hal 1-9 
14Sedarmayanti, 2012.Good Governance........ 
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2. Transparansi (Transparance) 

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah 

mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Krina  mengatakan 

prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut ini : 

a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua 

pelayanan publik. 

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai 

kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik . 

c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.15 

Tabel 2.2 indikator minimal prinsip transparansi 

Prinsip No Indikator Minimal 

Transparansi 

1 
Berkembangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 

2 
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah 

3 
Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi 

dalam pembangunan daerah 

4 
Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan 

perundangan-undangan16 

( Sumber : Sedarmayanti, 2012) 

 
15Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDesa, Jurnal 
Ilmu & Riset Akuntansi Vol 4 No.8 (2015) Hal 7 
16Sedarmayanti, 2012,  Good Governance ......Bandung Hal 17 
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 Prinsip transparansi ini sesuai dengan yang telah di jelaskan didalam Q.S Al-

Baqarah ayat 42 : 

وَتكَۡتمُُوا الۡحَـقَّ وَانَۡتمُۡ تعَۡلمَُوۡنَ وَلََ تلَۡبسُِوا الۡحَـقَّ بِالۡبَاطِلِ   

Artinya: Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan 

(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. 

3. Dapat dikontrol (accountibility) 

Akuntabilitas adalah peran kewajiban / tanggung jawab yang dapat memperoleh 

pertanggungjawaban atau menjawab setiap keperluan dana, tentu menjelaskan suatu 

kinerja akan perusahaan dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum 

perusahaan dan mencakup kumpulan organisasi dari kumpulan organisasi dari 

setiap pihak yang bersangkutan mempunyai hak dan dalam memperoleh wewenang 

dalam suatu hasil dan tanggungjawab17. Dwiyanto (2006: 22) akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa 

besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau 

norma eksternal yang ada di masyarakat. 

Tabel 2.3 Indikator Minimal Akuntabilitas  

Prinsip No Indikator Minimal 

Akuntabilitas 
1 

Meningkatknya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah 

2 Tumbuhnya partisipasi masyarakat 

3 
Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan 

masyarakat  

 
17Fernando Victory Tambuwun dkk, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minhasa, Jurnal 
Riset Akuntansi Going Concern 13(4) 2018, h 78.  
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4 Menyusutnya  kasus-kasus KKN18 

(Sumber : Serdamayanti,2012) 

Prinsip akuntabilitas juga dijelaskan dalam Q.S surat Annisa ayat 58 yaitu: 

ٰٓى اهَۡلِهَا ۙ وَاِذاَ حَكَمۡتمُۡ بيَۡنَ النَّاسِ انَۡ تحَۡكُمُوۡا  تِ اِلَٰ نَٰ َ يَاۡمُرُكُمۡ انَۡ تؤَُدُّوا الَۡمََٰ ا يَعِظُكُمۡ بِه     بِالۡعَدۡلِ اِنَّ اللّه َ نعِِمَّ      اِنَّ اللّه

ا بَصِيۡرًا َ كَانَ سَمِيۡعًًۢ  اِنَّ اللّه

 Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. 

4. Tanggungjawab (Responbility) 

    Kepemerintahan memiliki tanggungjawab dalam mematuhi hukum dan ketentuan 

peraturan yang sudah berlaku termasuk, juga harus tanggap terhadap kepentingan 

masyarakat. Dalam pertanggungjawaban ini di bagi menjadi dua yaitu pertanggung 

jawaban horizontal (horizontal accountability) yaitu dimana pertanggungjawaban 

kepada masyarakat luas, dan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) 

yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih 

tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan 

eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga. 

Menurut Ratminto dan Winarsih (2007) responbilitas adalah ukuran yang 

menunjukan seberapa tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan hukum 

atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lenvine 

(1990) responbilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegitan organisasi publik itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan 

kebijakan organisasi (Dwiyanto,2008)19. 

 
18Sedarmayanti, 2012,  Good Governance ........Bandung Hal 18 
 
19Daniel Aditya Utama dan Rediyana Septiyani, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No 2, 
2014, Hal 48-49  
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Tabel 2.4 Indikator minimal prinsip responbilitas  

Prinsip No Indikator Minimal 

Responbilitas  

1 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan 

sesuai mengunakan prinsip-prinsip atau peraturan dan 

kebijakan yang berlaku. 

2 
Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat20. 

(Sumber: Sadu Wasistono, 2002) 

Prinsip responbilitas sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah 

ayat 128: 

 لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

Artinya : Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, 

berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 

keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang 

mukmin. 

5. Kemandirian (Idependency)  

Yaitu suatu keadaan dimana kepemerintahan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

koorporasi yang yang sehat21. 

 

 

 
20Sadu Wasistono, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan (Pusat Kajian Pemerintahan 2002) Hal 48-

49. 
21Thomas S. Kaihatu, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, ............., 2006. 
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Tabel 2.5 Indikator minimal prinsip kemandirian 

Prinsip No Indikator Minimal 

Kemandirian  
1 

Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain atau 

dengan atasan dari pemerintah desa 

2 

Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan 

dilakaukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan 

usulan masyarakat setempat.22 

(Sumber: Gabriella Judhita Patrice, 2016) 

Prinsip kemandirian juga sesuai dengan yang tersuratkan didalam Q.S surat Al-

Isra’ ayat 84: 

ى سَبيِۡلًا  ى شَاكِلتَِه   فَرَبُّكُمۡ اعَۡلَمُ بمَِنۡ هوَُ اهَۡدَٰ  قلُۡ كُلٌّ يَّعۡمَلُ عَلَٰ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan 

pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang 

lebih benar jalannya. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang berbuat sesuatu atas inisiatif dan 

kehendaknya sendiri bukan dari kehendak orang lain. Hal tersebut menunjukan 

bahwa pada dasarnya ingin mandiri karena kemandirian adalah merupakan sifat 

dasar manusia. Sama halnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa, 

yakni harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa itu 

sendiri tanpa memikirkan kepentingan desa maupun wilayah lain yang tidak 

berkaitan. 

 

 

 
22Gabriella Judhita Patrice,Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra 
Karindo (AGORA, Vol. 4, No. 2) Tahun 2016 Hal 278 
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C. Peluang kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa 

Mengingat penggunaan keuangan desa harus diawasi dan dilaporkan dalam bentuk 

laporan keuangan serta wajib diperiksa oleh BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

(APIP) guna tidak ada penyelewengan anggaran, maka pihak pendamping desa juga harus 

berkomitmen untuk membantu didalam pengelolaan keuangan guna menghindari akan 

adanya kecurangan atau penyelewengan anggaran keuangan desa. Pemerintah daerah juga 

harus diminta untuk senantiasa menguatkan pengawasan internal, dikarenakan takut adanya 

penyuapan oleh perangat desa kepada badan pengawas internal oleh karena itu seorang 

pengawas internal harus mempunyai sifat independen supaya mendapatkan dana desa yang 

tepat sasaran. 

Betapa pentingnya proses pengawasan atau pemeriksaan dalam pengelolaan dana 

desa,pemeriksaan harus dilakukan oleh auditor eksternal dan masyarkan juga bisa 

berpartisipasi dalam pengawasan dalam pelaksanaan proyeksi pencatatan dan pelaporan 

dana desa, untuk itu pemerintah juga menetapkan padaperaturan Mentri Dalam Negri 

Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,37,38,dan 44 tentang  Pengelolaan 

Keuangan Desa.23 

1. Perencanaan Anggaran Dana Desa 

a. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD 

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

b. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes 

kepada kepala desa 

c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan 

desa untuk dibahas dan disepakati bersama 

d. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun 

berjalan. 

2. Pelaksanaan Anggaran Dana Desa 

a. Semua penerimaaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

 
23Anggaran Dana Desa berpedoman pada peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 
tahun 2014 pasal 20,24,37,38,dan 44 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. 
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b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya  maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

3. Pelaporan Anggaran Dana Desa 

a. Kepala desa menyampaikan laoran realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/Walikota berupa 

a) Laporan semester pertama; dan 

b) Laporan semester akhir tahun. 

b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) yaitu 

berupa laporan realisasi APBDesa. 

c. Laporan realisasasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun berjalan. 

d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. 

4. Pertanggung jawabban Anggaran Dana Desa 

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupat/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran. 

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dilaksanaan pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. 

c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa. 

d. Peraturan desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan. 

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : 

a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa tahun anggaran berkenaan; 

b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun 

anggaran berkenaan; 
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c) Format laporan pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk 

ke desa. 

 

5. Pembinaan dan Pengawasan Anggaran Dana Desa 

a. Pemerintah provinsi diwajibkan dalam membina dan mengawasi 

pemberian dan penyaluran Dana Desa. Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil 

pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa. 

b. Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan dalam membina dan mengawasi 

pengelolaan keuangan desa. 

Berkaitan dengan maraknya tingkat kecurangan yang semakin sering hingga 

hampir membudaya seringkali di sektor kepemerintahan dan semakin banyaknya 

pejabat instansi pemerintah yang melakukan korupsi, oleh karena itu pengelolaan 

dana desa telah mengimplementasikan penerapan good governance sebagaimana 

harapan masyarakat untuk menanggulangi akan adanya indikasi penyelewengan 

anggaran dana desa. meskipun dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan tidak 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negri 

ini,namun secara umum telah sesuai dengan peraturan dan sesuai secara normatif. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Pengertian Desa 

Secara etimologi Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, 

tanah asal, atau tanah kelahiran. Secara perspektif geografis, Desa atau Village adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri berdasarkan pada hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam 

pemerintahan  nasional dan daerah kabupaten.  

Pengertian desa menurut paul H. Landis dalam (Syachbrani,2012)24 Desa merupakan   

suatu wilayah yang jumlah  penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan memiliki ciri-

ciri : pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antara  penduduk, memilik  pertalian 

perasaan yang sama tentang sesuatu kesukaan dan kebiasaan ,  memiliki kegiatan 

ekonomi yang pada umumnya agraris dan  masih  dipengaruhi  oleh  alam sekitar,  

seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. 

Sedangkan pengertian desa menurut  Soetardjo dalam Thomas (2013)25 desa dapat 

dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana yang bertempat tinggal di suatu 

masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) dalam mengadakan pemerintahan 

sendiri. Pengertian ini menekankan bahwa adanya otonomi untuk membangun tata 

kehidupan bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, 

bahwasannya kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui serta 

disediakan oleh masyarakat desa bukan pihak luar.  

Sedangkan menurut hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang 

dimaksud dengan desa ialah merupakan satu-kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan  tata 

kepemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dengan memprakarsai 

masyarakat, dalam hak asal usul, dan hak tradisional yang sudah diakui serta dihormati 

dalam menjakankan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
24Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas......... . Yogyakarta:.  
25Soetardjo dalam Thomas (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa...........Universitas Mulawarman. 
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Pemerintah desa adalah pemprakarsa dan penyelengara didalam urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat setempat yang bernaung terhadap kepemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa sendiri meliputi kepala desa dan 

perangkat desa sebagai unsur penting didalam penyelengara pemerintahan tingkat desa, 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga perwujudtan yang ada 

didalam demokrasi guna berjalannya penyelengaraan kepemerintahan desa. Anggota 

Badan permusyawaratan desa ialah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, 

golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya. 

B. Visi dan Misi Desa Purwogondo 

“ Menjadi Desa Mandiri, Bermanfaat, dan Bermartabat.” guna dalam memperjelas visi 

dijabarkan sebagai berikut ini : 

1. Mandiri 

Mandiri disini dapat diartikan sebagaimana pemerintah Desa Purwogondo harus 

mampu dalam mempertanggungjawabkan atas terlaksananya tata kelola pemerintah 

desa dengan melibatkan seluruh elemen dan unsur kemasyamasyarakatan secara 

swadaya, swakelola, dan swasembada. 

2. Bermanfaat 

Bermanfaat disini dijabarkan bahwasanya pemerintah desa harus dapat mengatur 

dan mengelola seluruh sumberdaya yang dimiliki Desa Purwogondo, baik 

sumberdaya dari alam maupun sumberdaya manusianya. Sumberdaya alam dan 

sumberdaya manusia harus dikelola menggunakan pendekatan demokrasi dan 

partisipasi sehingga kebijakan dan program yang akan dicanangkan benar-benar 

berdaya guna dan berhasil sehingga dapat digunakan sebagai penunjang kemajuan 

pembangunan desa dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat Desa Purwogondo. 
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3. Bermartabat  

Bermartabat disini berati bahwasanya didalam tata kelola kepemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dijalankan berdasarkan 

akan norma-norma sosial, norma hukum, norma susila, dan norma-norma agama 

dengan mengedapankan serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, amanah, dan 

akuntabel guna untuk mengangkat dan meninggikan martabat pemerintah desa dan 

masyarakat Purwogondo.  

Selanjutnya misi dari Desa Purwogondo ialah sebagai berikut ini : 

1. Pemerataan, peningkatan, dan percepatan pembangunan 

Guna dalam menjalankan misi pemerataan, peningkatan, dan percepatan 

pembangunan akan ditempung menggunakan dua langkah adapun langkah : 

 pertama, dengan menjalankan silatrahmi dengan masyarakat dalam forum 

kemasyarakatan seperti selapanan RT atau pertemuan organisasi kemasyarakatan 

guna untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian menginvetarisasi 

permasalahan yang terinventarisir, langkah selajutnya mendiskusikan guna 

merumuskan kerangka yang akan dilakukan untuk menentukan solusi yang 

diperlukan secara partisipatif dan demokratis, sehingga diharapkan hasil yang 

efektif dan efisien. 

Kedua, merumuskan langkah-langkah penggalian dana baik yang bersal dari 

swadaya masyarakat, bantuan pemerintah pusat dan daerah, maupun pihak rekanan 

yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang kelancaran dan 

peningkatan pereonomian warga. 

2. Pemberdayaan Masyrakat 

Desa Purwogondo sebenarnya memiliki banyak SDM (Sumber Daya Masyrakat) 

berkualitan dalam jumlah yang cukup memadahi guna untuk menggerakkan 

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai 

peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, SDM yang ada harus 

diposisikan menjadikan subyek pembangunan sehingga akan terbangun etos kerja 

yang produktif. 
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3. Peningkatan perekonomian masyarakat 

Desa Purwogondo mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan sumber 

daya manusia yang cukup potensial, baik dari segi pertanian, pengusaha, pedangan, 

dan sumber daya ekonomi lainnya. Kedua sumber daya ini apabila dikelola dengan 

profesional maka perekonomian masyarakat semakin meningkat dari waktu ke 

waktu, dan pada tahapan selanjutnya prosentase keluarga pra sejahtera (angka 

kemiskinan) makin lama makin menurun. 

4. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat  

Kepala desa beserta perangkat desa selain sebagai usur aparutur kepemerintaha 

tingkat desa juga menjadi pelayan masyarakat. Selaku unsur aparatur pemerintah, 

tugas, kewajiban dan tanggungjawab kepala desa beserta perangkat desa memang 

terikat dengan tata kerja birokrasi secara formal (kedinasan). Namun didalam 

kedudukannya “abdi” atau pelayan masyarakat, maka pelaksanaan tugas, kewajiban,  

dan tanggungjawabnya berlangsung 24 jam. Hal ini dikarenakan sudah menjadi 

konsekuensi dari pilihan menjadi kepala desa ataupun perangkat desa. 

Indikator tingkat kualitas pelyanan masyarakat ditujukan dan dibuktikan dengan 

etos dan kedisiplinan kerja yang tinggi oleh kepala desa dan perangkat desa, serta 

sikap dan tindakan yang proaktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat. Indikator lainnya adalah pelayanan yang memberikan kemudahan dan 

kenyamanan bagi seluruh warga masyarakat secara cepat dan akurat, sehingga 

masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang nyaman dan memuaskan. 

Dengan kepuasan pelayanan ini maka dalam partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dan tingkat kepercayaan terhadap aparatur pemerintah  desa juga 

semakin menguat. 

5. Optimalisasi fungsi lembaga kemasyarakatan 

Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah membantu tugas kepala desa 

dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. 

Untuk mengopttimalkan fungsinya, dapat melalui langkah-langkah antara lain; 

memberikan arahan dan pembinaan keorganisasian, pembinaan dan peningkatan 

SDM, menyediakan dukungan pendanaan sesuai dengan kemampuan desa, 

memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerja kelembagaan, serta juga 

melakukan evaluasi kinerja kelembagaan. 
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Dengan optimalisasi fungsi lembaga kemasyarakatn lembaga ini, partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa akan meningkat 

pula yang pada tahap selanjutnya akan meningatkan kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

6. Fasilitas peningkatan pendidikan masyarakat 

Sebagaimana dimafhumi, proses pendidikan berlangsung secara formal, non 

formal, dan informal. Tanggungjawab ketiganya berada di tangan pemerintah (pusat 

dan daerah), masyarakat dan keluarga. Sesuai dengan kapasitasnya, pemerintah desa 

dapat berpartisipasi dalam peningkatan proses pendidikan nonformal. 

 Peran pemerintah desa dalam peningkatan pendidikan masyarakat antara lain 

dapat dilakukan dengan mendirikan perpustakaan desa, menyelenggarakan 

workshop, pelatihan keterampilan masyarakat pada umumnya dan kalangan pemuda 

pada khususnya, yang pada tahap selanjutnya akan meningkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) masyarakat Purwogondo. 

7. Fasilitas peningkatan keimanan dan ketaqwaan 

Tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak hanya dalam 

pembangunan fisik dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriyah saja. 

Bidang keimanan dan ketaqwaan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas, 

kewajiban, dan pertaanggungjawaban pemerintah desa. 

Langkah yang dapat ditempuh dalam hal ini antara lain ialah : menyelenggarakan 

pengajian dalam even besar di tingkat desa, mendorong dan memfasilitasi kegiatan 

keagamaan yang diselenggarakan masyarakat, dan melibatkan tokoh-tokoh desa 

dalam pembinaan dan pendidikan keagamaan masyarakat desa. 

  Adapun pelaksanaan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yaitu : 

1. Bidang Pemerintahan 

a. Dalam usaha peningkatan pelayanan dalam masyarakat sebagai 

kepala desa memberikan pelayanan secara luwes kepada 

masyarakat, memberiksan kemudahan-kemudahan serta tidak 

bersifat birokratis. 
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b. Melaksanakan tertib administrasi baik di dalam maupun di luar 

pemerintah desa dengan membuat laporan kegiatan rutin ditingkat 

kecamatan berupa Laporan Monografi Desa maupun kewajiban-

kewajiban lain yang dibutuhkan oleh pemerintah yang lebih atas. 

c. Membuat APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa/ Pertanggungjawaban Kepala Desa akhir Tahun 2019. 

2. Bidang Pembinaan Masyarakat. 

Untuk meningkatkan peran masyarakat Purwogondo dalam 

pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan pembinaan masyarakat 

serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, 

serta meningkatkan pemberdayaan. Maka di Desa Purwogondo diadakan 

beberapa kegiatan antara lain : 

a. Pembinaan kegiatan rutin keagamaan di desa antara lain tahlilan, 

yasinan dan manaqiban yang dijalankan ditingkat RT maupun 

RW, 

b. Pembinaan dan pemberian bantuan keuangan kepada BPD dan 

lembaga kemasyarakatan di Desa yaitu, LPMD, PKK, Karang 

Taruna, RT/RW, dan Linmas untuk mendukung kegiatan-

kegiatan dalam kelembagaan, 

c. Pembinaan masyarakat dengan cara penyuluhan tentang faham 

radikalisme dan faham-faham yang tidak sesuai dengan 

Pancasila. 

C. Struktur Organisasi Desa 

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan 

pemerintahan tingkat desa, Memiliki Tugas Pemerintahan yang harus 

dilakukan oleh tiap desa sebagai berikut ini: 

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di 

tetapkan bersama BPD 

2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa 

3. Menetapkan Peraturan Desa 
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4. Mengajukan rencana APBDes 

5. Membina Perekonomian Desa 

6. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan 

swadaya masyarakat 

7. Mensejahterakan dan Kenyamanan Masyarakat 

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

9. Ketrentaman dan ketertiban  

10. Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya 

Dalam menjalankan pemerintahan desa, terdapat pembagian 

wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk 

perwujudan kemandirian Desa. pembagian wewenang dalam 

menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan 

Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang 

yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari setiap perangkat Desa 

diwujudkan dengan struktur organisasi dari tiap-tiap desa. 
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Tabel.3.1 Struktur Organisasi Kepemerintahan Desa Purwogondo 

No  Jabatan  Nama 

1 Kepala Desa Mulyadi S.H 

2 Sekertaris Desa Leni Novita Sari 

3 Kaur Administrasi dan 

Umum 

Tugino 

4 Kaur Keuangan Romdonah 

5 Staf Kaur Keuangan Maryono 

6 Kasie. Pembangunan  Awida Candra Kistrawan 

7 Staf Kasie. 

Pembangunan  

Ahmad Nurokhim 

8 Kasie Kesra  Sholikin  

9 Kasie Pemerintahan Widiyanto  

(sumber: Data Kepengurusan Desa Purwogondo) 
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Berikut ini struktur organisasi Desa Purwogondo Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal dilihat pada gambar 3.1 : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

     -------------------- : garis komando/tanggung jawab 

                    : garis koordinasi 

Sumber : Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.  

 

 

 

 

 

SEKERTARIS DESA 
CARIK 

URUSAN 
PERENCANAA
N 

URUSAN 

UMUM 

PELAKSANA TEKNIS 

URUSAN 
KEUANGAN 

SEKSI 
PEMEINTAHAN 

SEKSI 
KESEJATERAAN 

SEKSI 
PELAYANANAN 

PEDUKUHAN 

BPD 

LPMD 
LURAH DESA 
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Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan  

sebagai berikut ini : 

 

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa 

mempunyai wewenang : 

a. Memimpin penyelengaraan kepemerintahan Desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, 

b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes) 

c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan 

persetujuan BPD 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa 

mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

e. Membina kehidupan Masyarakat Desa 

f. Membina Perekonomian Desa 

g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif 

h. Mewakili Desanya didalam maupun diluar pengadilan dan 

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 

dengan perundang-undangan. 

2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa 

yang bersangkutan. BPD berfungsi sebagai sarana menetapkan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang sebagi 

berikut ini : 

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa 

d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat 
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f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian 

sementara perangkat desa 

g. Menyusun tata tertib BPD. 

3. Tugas pokok dan Fungsi Sekertaris Desa adalah sebagai berikut ini : 

a. Menyelesaikan, mengolah, merumuskan,dan mengevaluasi 

data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan 

b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan 

c. Pelaksanaan administrasi umum 

d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan 

e. Menyusun dan mengkoordinasi program kerja pelaksanaan 

tugas sekertariat 

f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh 

perangkat desa 

g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan 

serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor 

h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, ( 

peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala 

desa) 

i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) 

yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa 

j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan 

keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaanya  

k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat  

l. Menyusun laporan program Desa; ( RPJMDes – RKP Des) 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 

dalam hal ketika Kepala Desa sedang ada halangan. 

4. Kaur Keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk 

membantu sekertaris desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan 

yang menjadi sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi 
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keuangan desa dan menyiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu 

tugas pokok bendahara desa antara lain sebagai berikut ini : 

a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 

membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa 

dalam rangka pelaksanaan APBD 

b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan 

uang yang menjadi tanggungjwabnya melalui laporan 

pertanggungjawaban  

c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan 

uang/ surat berhaga dalam pengelolaannya 

d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah 

menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan 

untuk dibayarkan 

e. Melakukan pemungutan/pemotongan penerimaan negara dari 

pembayaran yang dilakukan 

f. Menyetorkan pemungutan/ pemotongan kewajiban ke kas 

negara 

g. Mengelola rekening tempat penyimpanan keuangan desa 

h. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan 

desa  

i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program 

dan perencanaan desa  

j. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi 

penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan  

k. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja 

dan pelaksanaan tugas kerja bersama. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dari Kepala Desa 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

m. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada 

Kepala Desa. 
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5. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang 

bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekertaris desa. Kepala 

urusan umum mempunyai tugas yang harus dijalankan antara lain 

sebagai berikut ini : 

a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif 

pembinaan kehidupan masyarakat desa 

b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum  

c. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah 

d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan 

e. Membina dan melayani administrasi kependudukan 

f. Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan 

masyarakat desa 

g. Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian 

kebudayaan yang berlaku di Desa pelaksana kegiatan 

Perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa. 

6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) memiliki tugas sebagai berikut ini : 

a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan 

rakyat 

b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, 

keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat 

c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, 

tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim 

piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka 

memasyarakatkan kembali bekas narapidana. 

d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

esejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya) 

e. Membantu penyaluran dana untuk korban bencana alam 

f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, 

dan shodakoh, serta dana sosiallainnya. 

g. Membantu dalam administrasi di bidang nikah, talak, cerai, 

rujuk, dan kelahiran serta pengursan jenazah/ kematian 

h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya 



39 

 

i. Melaksanakan tugas di bidang  pemberdayaan masyarakat di 

bidangnya  

j. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa 

dan pemerintah di atasnya ( pajak, retribusi, dan pendapatan 

lainnya) 

k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan 

Sekertaris Desa. 

7. Tugas pokok Kaur Pembangunan yaitu membantu kepala desa dalam 

tugas pelayanan, perencanaan, dan penyelenggaraan program desa. 

Adapun tugas dan fungsi kaur pembangunan adalah berikut ini : 

a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan 

penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan 

dan kekayaan desa 

b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan 

desa  

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan 

evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan 

perencanaan  

d. Mengumpulkan dan menyiapkan program kerja dan 

pelaksanaan tugas kerja bersama 

e. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala 

Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya 

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut ini : 

a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi 

pembinaan pemerintahan desa 

b. Menyusun program dan menyiapkan bahan pembinaan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil 

c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi 

pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan 

bangsa 

d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi 

pembinaan administrasi pemerintahan desa 
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e. Menyelesaikan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi 

data yang  terkait dengan penyelenggaraan pemerinthan umum 

dan pemerintahan desa 

f. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang 

pertahanan dan kependudukan 

g. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait bidang pertahanan dan 

kependudukan 

h. Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban, dan 

pembangunan kesatuan bangsa di desa 

i. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan 

organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat 

j. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan 

RT 

k. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan 

perundang undngan yang berlaku, keputusan desa dan 

keputusan  kepala desa dalam melakukan kegiatan yang terkait 

dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan dinamis 

l. Menjalankan tugas lain yang di diberikan oleh kepala Desa . 

    

D. Keadaan Geografis 

Kelurahan Purwogondo merupka  desa yang berada di Kecamatan Boja, 

Kabupaten Kendal yang telah terbentuk sejak tahun 1939,di Desa 

Purwogondo ini memiliki luas wilayah seluas 368,575 Ha,dengan memilik 

batas-batas wilyah secara geografis sebagai berikut ini : 

Sebelah utara    : Desa Kaligading 

Sebelah selatan : Desa Limbangan 

Sebelah timur   : Desa Tabet 

Sebelah barat    : Desa Getas 
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E. Kondisi Demografi 

Desa Purwogondo adalah desa dengan tipologi persawahan dengan luas 

wilayah persawahan 152,00 Ha, Desa Purwogondo terdiri dari 6 Dusun, 

yaitu Kalongan, Ngijo, Mangir, Ngadipurwo, Gading Kidul,dan Geblog. 

Jumlah penduduk Desa Purwogondo pada Tahun 2019 sebanyak  3.734 

jiwa yang terdiri dari 1.900 laki-laki dan 1.834 perempuan. Jumlah 

penduduk desa dapat dijadikan pertimbangan pemerintah desa dalam 

melaksanakan pembangunan,dikarenakan penduduk adalah sumberdaya 

yang sekaligus menjadi subyek dan sasaran pembangunan. 

Berdasarkan data monografi Desa Purwogondo,sebagai desa dengan 

tipologi persawahan, mayoritas pekerjaan atau mata pencaharian 

masyarakat Desa Purwogondo adalah petani. Hal ini dibuktikan bahwa 

jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani sebanyak 323 orang dan 

buruh sebanyak 317 orang. Secara lebih rinci data pekerjaan masyarakat 

Desa Purwogondo dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

        Tabel 3.2 pekerjaan Masyarakat Desa Purwogondo 

No Pekerjaan Jumlah Satuan 

1 Belum bekerja 1.161 Orang 

2 Pelajar/Mahasiswa 406 Orang 

3 PNS 35 Orang 

4 TNI/POLRI 17 Orang 

5 Petani/Pekebun 323 Orang 

6 Nelayan  1 Orang 

7 Pelaut 1 Orang 

8 Perdangan 69 Orang 

9 Swasta 497 Orang 
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10 
Wiraswasta/pedaga

ng 
192 Orang 

11 Pensiunan 8 Orang 

12 Jasa 53 Orang 

13 Buruh 317 Orang 

14 Tukang  3 Orang  

15 Pekerja Seni 0 Orang  

16 Lainnya 0 Orang  

                 Sumber:Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019. 

 

Pendidikan adalah hal yang akan sangat membantu kemajuan 

pembanguna desa. Dengan pendidikan yang berkualitas,sebuah desa 

memiliki SDM yang nantinya berguna dan berperan penting dalam 

masyarakat desa. Dilihat dari jumlah lembaga pendidikan yang ada, 

Desa Purwogondo memiliki 10 buah bangunan dan dilihat dari tingkat 

pendidikan masyarakat desa. Desa Purwogondo memiliki 3.734 orang 

yang lulus sekolah. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut 

ini: 
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Tabel 3.3 prasarana pendidikan Desa Purwogondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Tingkat  Pendidikan Masyarakat Desa Purwogondo  

No Tingkat 

Pendidikan 

Masyarkat 

Jumla

h 

Satuan  

1 Tidak/belum 

sekolah 

1.106 Orang  

2 Belum Tamat 

SD/Sederajat 

186 Orang  

3 Tamat 

SD/Sederajat 

1.190 Orang  

4 SLTP/Sederajat 552 Orang  

5 SLTA/Sederajat 559 Orang  

6 Diploma I/II 4 Orang  

7 Akademi/Diplo

ma III/Sarjana 

54 Orang  

No Sarana/Prasarana Jumlah 
Satua

n 

1 
Perpustakaan 

Desa/ kelurahan 
1 Buah 

2 
Gedung sekolah 

SD/sedrajat 
2 Buah 

3 Gedung TK 2 Buah 

4 
Gedung Tempat 

Bermain Anak 
1 Buah 

5 
Jumlah Lembaga 

Pendidikan Agama 
4 Buah 

   Sumber:Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019. 
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muda 

8 Diploma 

IV/Strata I 

81 Orang  

9 Strata –II 2 Orang  

10 Strata –III 0 Orang  

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019  

 

Selain pendidikan,kelengkapan sarana/prasarana lainnya seperti 

kesehatan,ibadah dan olahraga juga dapat mendukung pemerintah 

desa dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan 

masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan semua 

sarana/prasarana yang dimiliki desa untuk melaksanakan kegiatan 

positif dan berguna bagi pembangunan desa. menurut data 

monografi tahun 2019,Desa Purwogondo memiliki  16 prasarana,7 

buah masjid,1 buah sarana olahraga (lapangan sepak bola). Secara 

lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.5, dan 3.6 berikut ini: 

 

Tabel 3.5 Sarana keagamaan/ tempat peribadatan Desa Purwogondo  

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

No Sarana/Prasarana Jumlah Satuan 

1 Masjid 7 Buah 

2 Langgar/Surau/Mushol

a 

9 Buah 

3 Greja Kristen Protestan 1 Buah  
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Tabel 3.6  Sarana Kesehatan Desa Purwogondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

No Sarana/Prasarana Jumlah Satuan 

1 Poliklinik/balai 

pengobatan  

1 Buah 

2 Apotik 1 Buah 

3 Posyandu 6 Buah 

4 Balai pengobatan 

masyarakat 

yayasan/swasta 

1 Buah 

5 Jumlah Rumah / 

Kantor Praktek 

Dokter 

3 Buah 

6 Rumah Bersalin 3 Buah 

7 Balai Kesehatan Ibu 

dan Anak 

1 Buah 
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 3.7 Tabel Sarana Olahraga Desa Purwogondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Sarana/Prasar

ana 

Jumlah Satuan 

1 Lapangan 

Sepak Bola 

1 Buah  

2 Lapangan 

bulu tangkis 

1 Buah  

3 Meja 

pingpong 

2 Buah  

4 Lapangan 

Volli 

4 Buah  

5 Gelanggang 

Remaja 

1 Buah  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban, sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan 

Daerah Nomor  900/00741/02/2015 tentang pedoman Pelaksanaan Dana Desa, 

yang menyebutkan bahwa secara umum Pengelolaan Keuangan Desa harus 

berpedoman kepada prinsip-prinsip berikut ini : 

a. Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak 

terpisahan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan 

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan 

terkendali. 

b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh 

unsur masyarakat di Desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga 

masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain. 

c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, 

teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan 

secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi 

masyarakat. Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan 

bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka 

melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa 

(PERDES).26 

Perencanaan pada dasarnya adalah merupakan cara, teknik atau 

metode guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara cepat, 

terarah, dan efisien dengan sumberdaya yang tersedia.27 

Berikut penerapan prinsip good governance dalam perencanaan 

pengelolaan keuangan sebagai berikut ini : 

 

 
26Peraturan Daerah Nomor  900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa 
27Sjafrizal. 2015. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Jakarta  : PT Raja Grafindo Persada, h 
24. 
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1.Pelaksanaan Prinsip Partisipasi 

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa hal 

pertama yang dilakukan dalam perencanaan adalah pembuatan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). 

RPJMDesa ini dibuat pada awal periode Pemerintahan desa atau 

setelah terpilihnya Kepala Desa. RPJMDesa adalah adalah 

dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan 

desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa dengan 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. 

RPJMDesa ini untuk jangka waktu 6 tahun atau satu periode 

kepemerintahan.28 

Tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa setiap 

tahun di Desa Purwogondo diawali dengan adanya rapat di RT. 

Kegiatan rapat di setiap RT ini dilaksanakan secara rutin setiap 40 

hari sekali. Di sini pemerintah desa secara bergiliran mengunjungi 

rapat RT guna untuk mendiskusikan sekaligus menampung usulan-

usulan program apa saja yang akan dilakukan satu tahun di Desa 

Purwogondo. Masyarakat bebas memberikan usulnya kepada 

pemerintah desa. Usulan-usulan itulah yang nanti akan dibawa ke 

musrengbandes. Dalam musrengbandes yang diundang antara lain 

dari Ketua RT, Ketua RW, BPD, dan tokoh masyarakat di Desa 

Purwogondo. Musrenbangdes dilakukan di kantor kelurahan desa, 

musrengbangdes dilakukan guna untuk menentukan sekala prioritas 

dan menetapkan prioritas program kerja yang diusulkan oleh 

masyarakat. 

“semua usulan itu kami tampung,tapi tidak semua diusulkan 

bisa kami terima. Usulan-usulan itu akan kita bahas bersama 

dan kita tentukan mana yang akan disetujui dan 

dilaksanakan”(Kades,19 April 2020). 

 

 
 

28Wawancara dengan Leni Novita Sari selaku Sekertaris Desa Purwogondo. 
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2.Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas 

Dalah tahapan perencanaan pengelolaan keuangan prinsip akuntabilitas 

dilaksanakan pada pencatatan usulan-usulan yang sudah ditampung saat 

musrengbangdes diserahkan kepada RPMJDes dan RKP (Rapat Kegiatan 

Pembangunan ) Desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa untuk 

jangka waktu satu tahun, dan RPMJDes (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa) untuk rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 

tahun. Didalam RKPDesa ini tertuang dalam semua rancangan 

pembangunan sebagai dasar pembentukan RAPBDesa.(19 April 2020).29 

“Untuk perencanaan pengelolaan dana desa itu dimulai dari 

musrenbangdes, terus dilanjutkan dengan dengan penetapan RKPDes 

langsung ke RAPBDesa”.(Sek.Des,20 April 2020).30 

Dalam musrenbangdes disepakati RKP Desa akan disusun RAPBDes. 

Setelah RAPBDes telah selesai disusun, akan diserahkan kepada kepala 

desa untuk disetujui dan di catat guna untuk dilaporkan kepada pihak 

keperintahan desa. 

Selain mencatat usulan-usulan dari masyarakat juga mencatat 

Pendapatan Desa Purwogondo pada tahun 2019 sebesar Rp. 

1.711.798.933, yang diperoleh dari pendapatan asli Desa sebesar Rp. 

104.9200.000, Hasil Aset Desa Rp. 104.920.000 Lain-lain Pendapatan 

Hasil Desa yang Sah Rp. 104.920.000, Dana Desa sebesar Rp. 

868.050.000, Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Rp. 59.283.933, 

Alokasi Dana Desa Rp. 414.545.000, Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 

Rp. 205.000.000, Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Rp. 60.000.000. 

Dana tersebut dialokasikan untuk 4 bidang, masing-masing bidang antara 

lain dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 

534.741.345, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.160.050.969, 

Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp. 31.475.145, Bidang 

 
29Wawancara pada Mulyadi S.H. selaku kepala Desa Purwogondo  
30Wawancara dengan Leni Novita Sari selaku sekertaris Desa 
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Pemberdayaan Masyarakat Rp. 33.350.000. Dari data yang telah didapat, 

prioritas kegiatan di Desa Purwogondo adalah dalam bidang 

pembangunan.31 

Tabel 4.1 Beberapa Perencanaan Program Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Purwogondo 

No Kegiatan Biaya (Rp) 

1 Sub Bidang Pendidikan  

 
-Penyelenggaraan 

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ 
4.000.000 

 
-Pembangunan/Rehabilitas/Pengadaan sarana 

prasarana/Alat 
15.000.000 

2 Sub Bidang Kesehatan  

 
-penyelenggaraan Pos Kesehatan Milik Desa 

 
17.900.000 

 
-penyelenggaraan Posyandu 

 
15.780.000 

 

-Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / 

pengadaan sarana prasarana posyandu 

 

19.332.000 

3 
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 
 

 
-Pemeliharaan Jembatan Desa 

 
42.689.000 

 

-Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai 

Desa/Balai Kemasyarakatan 

 

14.064.851 

 

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Peng

erasan Jalan Desa 

 

243.351.000 

 

 
31Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Purwoondo Tahun 2019 
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Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Peng

erasan Jembatan Milik Desa 
202.541.118 

 

-Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan 

Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong & 

Selokan) 

 

310.393.000 

 

 

-Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang 

 

155.000.000 

4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman  

 

-Dukungan didalam Pelaksanaan 

Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak 

 

90.000.000 

 

-Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan 

Sanitasi Pemukiman 

 

30.000.000 

(Sumber: Laporan Perubahan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah 

Desa Purwogondo Tahun  Anggaran 2019 ). 

 

Dalam pencatatan berfokus pada pembangunan di Desa Purwogondo 

saat ini adalah pembuatan jalan,pembuatan talud, pembangunan 

bendungan irigasi di Dusun Mangir dan sarana umum lainnya 

Keuangan Desa yang bersumber dari APBDN, dengan luasnya 

lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan 

penggunaan keuangan desa, maka penggunaan keuangan desa 

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa.32 

 

 

 

 

 
32Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  
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3.Pelaksanaan Prinsip Transparansi 

Saat kegiatan telah selesai, pelaksanaan kegiatan melaporkan 

pertanggungjawaban kegiatan. Setelah semua  kegiatan telah melaporkan 

laporan kegiatannya kepada sekertaris desa, sekertaris desa lalu memverifikasi 

semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. APBDesa yang 

kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui baru kemudian ke 

Kabupaten.(20 April 2020).33 

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDesa) 

merupakan laporan mengenai penggunaan anggaran keuangan desa secara 

keseluruhan selama satu tahun mulai dari Keuangan Desa, Alokasi keuangan 

Desa, dan pendapatan lainnya. Komponen yang disajikan dalam laporan realisasi 

APBDes yaitu pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, belanja dan 

pembiayaan yang telah dilakukan selama tahun anggaran yang bersangkutan.      

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut juga ditetapkan dengan 

peraturan desa karena dalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa 

diwajibkan untuk melampirkan peraturan desa terkait dengan pelaksanaan 

APBDes tersebut.(20 April 2020).34 

Setelah semua laporan selesai, perangkat desa akan melakukan musyawarah 

bersama BPD dan perwakilan dari masyarakat. Dalam rapat tersebut akan 

dibahas program-program kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, ini 

merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. 

Selain itu, sebelum kegiatan satu tahun selesai pemerintah Desa Purwogondo 

juga aktif dalam mensosialisasikan program-proggram kegiatan yang 

direncanakan pada setiap rapat bersama RT. Dalam rapat RT biasanya yang 

menyampaikan program kegiatan adalah sekertaris desa, selain itu kepala desa 

serta aktif dalam mengiuti rapat tiap-tiap RT sebagai wujud bentuk pendekatan 

dan partisipasi kepada masyarakat. Laporan realiasasi yang dimusyawarahkan 

kemudian dicetak dalam bentuk banner. Banner ini lalu dipasangkan di 

samping balai desa dan disetiap dukuh.(21 April 2020).35 

 

 
33Wawancara pada Leni Novita Sari Selaku Sekertaris Desa Purwogondo 
34Wawancara pada Romdonah selaku Bendahara Desa Purwogondo 
35Wawancara pada Leni Novita Sari Selaku Sekertaris Desa Purwogondo 
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B. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keungan Desa 

Good Governance Sektor Publik diartikan sebagai proses tata kelola pemrintah yang baik, 

dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai komponen kegiatan perekonomian, sosial 

politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan 

manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, 

pemerataan, persamaan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.36 

 

1. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas 

 Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. 

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk 

lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal( kepada otoritas yang lebih 

tinggi) seta pertanggunggjawaban secara vertikal (kepada masyarakat luas.37 

 

 Untuk pelaporan pertanggungjawaban itu sendiri ada beberapa kesulitan akan 

penyampaian pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, 

dikarenakan masih kurangnya transaparansi dari pihak pemerintah desa serta 

minimnya pemahaman atas prinsip akuntabilitas, tetapi dengan pengertian dari 

sekertaris desa yang memaparkan secara rinci dan detai akhirnya pihak dari beberapi 

warga dukuh kalongan yang memprotes akan laporan pertanggungjawaban mengerti 

dan memaklumi atas prinsip yang dijalankan dari pihak pemerintah desa.(21 April 

2020).38 

Untuk mengatasi keselahan pemahaman warga pemerintah kabupaten dalam 

melakukan menjalankan prinsip akuntabilitas untuk pertanggungjawaban pelaporan 

pengelolaan keuangan diadakan pelatihan pembuatan pelaporan pengelolaan 

keuangan desa selama satu tahun sekali. Pelatihan ini diikuti oleh dua perwakilan 

dari setiap desa yaitu bendahara desa dan operator siskuedes. Kegiatan ini sangat 

penting untuk menambah wawasan untuk sistem pelaporan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa.(21 April 2020).39 

 

 
36Sedarmayanti, 2012, Good Governance......, h  2  
37Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, CV Andi Offset: Yogyakarta, hal 21. 
38Wawancara pada Leni Novita Sari Selaku Sekertaris Desa Purwogondo 
39Wawancara pada Romdonah selaku Bendahara Desa Purwogondo 



54 

 

 Selain pertanggungjawaban dilakukan dengan laporan pertanggungjawaban,juga 

dilakukan dengan cara pengecekan setiap bulannya guna untuk memonitoring apakah 

sudah berjalan dengan efektif atau belum prinsip akuntabilitas yang 

dijalankan,apabila belum berjalan dengan efektif maka dilakukan pendampingan 

pemberdayaan dari desa. Jadi, perangkat desa juga setiap bulan harus siap dalam 

mempertanggungjawabkan prospek-prospek program yang dijalankan. Menurut 

didalam Peraturan Kemedesa PDTT No 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa 

menguraikan tugas pendampingan sebagai berikut ini : 

a. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah didalam 

pembangunan desa. 

b. Meningkatkan sinergi program pembangunan desaantar sektor. 

c. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. 

Akuntabilitas memang seharusnya dilaksanakan oleh semua perangkat desa 

dalam pengelolaan keuangan desa. Tapi dalam hal ini pelaporan pengelolaaan  

dijalankan setelah program desa berjalan. Laporan pertanggungjawaban ini berisi 

informasi mengenai program yang dilaksanakan, anggaran, realisasi, dan lama 

program ini berlangsung. Laporan yang sudah dibuat oleh sekertaris desa lalu 

disetujui oleh kepala desa dan di serahkan kepada pihak Kabupaten. 

2.  Pelaksanaan Prinsip Transparansi 

 Di desa Purwogondo musyawarah menjadi cara yang sering dijalankan untuk 

menemukan titik temu atau mufakat. Selain sebagai mediasi untuk titik temu 

permasalahan dan mencari persetujuan, musyawarah di Desa Purwogondo sebagai 

prinsip transparansi pemerintah desa didalam penyampaian laporan 

pertanggungjawaban desa dalam jangkah waktu satu tahun. Musyawarah ini juga 

biasanya tidak hanya dilakukan pada saat akan adanya persetujuan APBDes saja, tapi 

musyawarah juga berlaku setiap 40 hari sekali disetiap RT di Desa Purwogondo 

maka kepala desa beserta perangkat desa bergiliran mengikuti musyawarah. Pada 

musyawarah itu juga perangkat desa serta akan memaparkan program-program yang 

akan dan telah dilaksanakan. 

 Bentuk transparansi selanjutnya kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk 

memasang banner APBDes yang dipasang di setiap perdukuhan dan disamping 

kantor kelurahan Purwogondo. Kegiatan ini dijalankan guna untuk upaya 
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transaparansi dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. 

 Selain dalam bentuk banner, transparansi juga dilakukan dalam pembuatan papan 

yang berisikan informasi kegiatan berserta pembiayaan dalam menjalankan program-

program kerja desa Purwogondo. Hal ini dilakukan disetiap adanya kegiatan 

pembangunan di desa Purwogondo. Setelah kegiatan selesai juga memasangkan 

prasasti kegiatan di tempat kegiatan pembangunan. Prasasti ini adalah berisi tentang 

waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah keuangan yang dikeluarkan, serta asal keuangan 

yang digunakan untuk kegiatan pembangunan. 

3. Pelaksanaan Prinsip Responbilitas 

 Responbilitas adalah ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian 

dalam penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang 

ditetapkan.40Ada beberapa indikator minimal untuk menentukan tingkat responbilitas 

yang dikemukakan oleh Sadu Wasistono(2002) yaitu: 

 

a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsip atau peraturan dan kebijakan yang berlaku. 

b. Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat.41 

 Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Purwogondo, bisa 

digambarkan bahwasanya prinsip responbilitas sudah dijalankan. Menurut Ibu 

Leni Novita Sari selaku Sekertaris desa, menyatakan bahwasanya Desa 

Purwogondo sudah menjalankan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip atau 

peraturan yang berlaku. Hal itu terbukti dari pelaksanaan program yang 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan semua program yang direncanakan 

berjalan tidak ada satupun program yang tidak dijalankan. Selain itu, dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat pemeritahan desa juga cukup tanggap dalam 

menyelesaikan berbagai problematika masyarakat Desa Purwogondo.  

 Pembangunan jalan dan perawatan jembatan di beberapa tempat di Desa 

Purwogondo juga menjadi salah satu bukti kepekaan pemerintah Desa 

 
40Daniel, Aditya Utama dan  Rediana Setiyani, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No. 2, 

2014, hal 109.   
41Sadu Wasistono, 2002, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, Pusat Kajian Pemrintahan, hal.48-49. 
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Purwogondo terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menjadi desa di dataran 

perbukitan, Desa Purwogondo rawan akan kecelakaan dikarenakan banyak lubang 

dan disaat musim penghujan datang akan banyak genangan air ditengah jalan 

maupun jembatan. Dengan dibangunkannya jalan dan perawatan jembatan di 

beberapa tempat di Desa Purwogondo semoga menjadi akan beberapa solusi 

penanggulangan kecelakaan. 

 Meskipun dalam pelaksanaan prinsip responbilitas masih memiliki banyak 

kekurangan tapi Bapak Mulyadi S.H. selaku Kepala Desa menuturkan akan terus 

berupaya untuk mengoptimalkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan 

usulan-usulan atas masalah dan problematika yang terjadi di masyarakat. Hal ini 

mengindikasikan bahwasanya kepemerintahan di Desa Purwogondo telah mempunyai 

keseriusan dalam menjalankan prinsip responbilitas dan memenuhi indikator minimal 

prinsip responbilitas mekipun masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. 

 

 

4. Pelaksanaan Prinsip Indepedensi 

 Indepedensi adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lain yang 

tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat.42Ada beberapa indikator minimal prinsip independensi 

yang dikemukakan oleh Gabriella Judhita Patrice (2016) yaitu : 

a. Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain ataupun dari atasan pemerintah 

desa. 

b. Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah dilakukan oleh kepala desa 

dengan mempertimbangkan usulan masyarakat setempat.43 

 Pemerintah Desa Purwogondo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

tidak ada intervensi dari pihak lain dan berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi 

yang berlaku. Terkhusus dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa 

melaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan APBDesa.  

 
42Thomas S. Kaihatu , Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan , VOL.8, NO. 1, 2006,  hal.2. 
43Gabriella Judhita Patrice, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Aroset Jatra 

Karindo ( AGORA VOL.4, No 2) 2016  hal. 278  
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 Budaya musyawarah yang ada di Desa Purwogondo membuat pemerintah desa 

terbiasa memberikan forum-forum kepada masyarakat untuk mengemukakan 

usulan-usulan untuk kemajuan desa dan sebagai upaya keterlibatan masyarakat 

dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pada tahap perencanaan. Dalam proses 

perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban selalu diiringi oleh musyawarah 

yang diadakan pemerintah desa dengan mengundang perwakilan masyarakat 

mulai dari masing-masing ketua RT dan ketua RW. Selain itu ada juga dari tooh 

masyarakat dan BPD. 

 Saat diadakannya musyawarah, usulan-usulan masyarakat akan dibahas. 

Ketika sudah menghasilkan mufakat, maka dalam pengambilan keputusan akan 

dilakukan oleh kepala desa. Menurut Ibu Leni Novita Sari selaku Sekertaris desa, 

pemerintah desa Purwogondo sangat terbuka terhadap usulan-usulan warga tetapi 

juga akan menolak dengan tegas jika ada intervensi dari pihak-pihak lain. 

 

 

5. Penerapan Prinsip Fairness (kesetaraan atau keadilan) 

 Perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak masyarakat yang 

timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.44Ada indikator minimal prinsip fairness (kesetaraan dan keadilan) yang 

dikemukakan oleh Sedarmayanti (2002) yaitu : 

a. Berkurangnya diskriminasi 

b. Meningatnya kesetaraan gender 

c. Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesataraan 

gender45 

 Dalam tahapan pengelolaan desa yaitu tahap perencanaan siapapun dapat 

mengemukakan usulan dan pendapat tanpa adanya batasan dari pemerintah desa 

Purwogondo. Semua usulan dan pendapat tentang program pembangunan 

ditampung tanpa terkecuali. Semua pihak masyarakat dilibatkan dalam proses 

pengelolaan keuangan desa, baik dalam tahap perencanaan ataupuun dalam tahap 

 
44Thomas S. Kaihatu , Good...,h 2. 
45Sedarmayanti , good...., h 17-18. 
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pelaksanaan. Ini sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan atau 

keadilan.(22 April 2020).46 

 Sebelum diadakannya musrembangdes, perangkat Desa Purwogondo biasanya 

juga ikut serta dalam pelaksanaan musyawarah RT. Ini juga sebagai upaya 

menampung aspirasi dan usulan-usulan masyarakat dari semua RT tanpa 

terkecuali dan diskriminasi. Pada saat menjalankan musrembangdes bukan hanya 

laki-laki saja yang boleh hadir. Perempuanpun dikala keluarganya tidak ada laki-

laki juga boleh menghadiri acara rapat RT. Pengecualian ini biasanya diberikan 

kepada keluarga yang kepala keluarganya sudah meninggal dan tidak ada wakil 

laki-laki dewasa, kepal keluarganya sedang merantau diluar kota ataupun diluar 

negri, dan tidak ada laki-laki dewasa yang mewakili. Hal ini memperlihatkan 

bahwasanya masyarakat sudah berfikir modern dengan semakin tingginya didalam 

kesetaraan gender.(Kirmaji,23 April 2020).47 

 

C. Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam pertanggungjawaban Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

Akuntabilitas adalah gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilaukan 

(Tjokroamidjojo, 2000 dalam Subroto, 2009). Jika hal ini dikaitkan dengan pengelolaan 

keuangan desa di Desa Purwogondo, maka berikut ini adalah peneerapan prinsip good 

governance dalam  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa : 

1.Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas 

prinsip akuntabilitas sudah di jalankan secara semaksimal mungkin, meski masih 

ditemui beberapa kesulitan dalam proses pertanggungjawabannya ditunjukan dari 

kurangnya transparansi laporan pertanggung jawaban dibuktikan dengan adanya 

proyek fiktif pembagunan bendungan, talud dan kurangnya informasi pembangunan 

jalan, namun pemerintah Desa Purwogondo sudah menunjukan adanya komitmen 

yang sangat tinggi dalam melaksanakan pertanggungjawaban atas pengelolaan 

keuangan desa menggukan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada 

masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui pembuatan 

laporan tertulis pengelolaan keuangan desa dan melaksankan evaluasi dan rapat 

 
46Wawancara kepada Leni Novita Sari selaku Sekertaris Desa Purwogondo 
47Wawancara kepada Kirmaji selaku  warga Dusun Ngijo RT 01/RW 01 yang  ikut serta pada rapat  RT.  
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pertanggungjawaban, tutur dari sekertaris desa.  

“(Terdapat)LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terdapat rapat evaluasi dan rapat 

pertanggungjawaban .(Kasput,23 April 2020).”48 

 Dari informasi mengenai evaluasi kesesuaian antara hasil pelaksanaan dan 

perencanaan pengelolaan keuangan Desa Purwogondo sudah berdasarkan prinsip tanggung 

jawab, walaupun masih ditemui kesulitan-kesulitan yang menghambat. Dengan demikian 

perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan 

kondisi serta perkembangan seperti didalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

2.Pelaksanaan Prinsip Transparansi 

Prinsip ini sudah dijalankan dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan 

pembuatan laporan tertulis dan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang berupa 

banner, tetapi dibeberapa dukuh yang pemukimannya jauh dari kantor kelurahan 

purwogondo di dukuh ini belum terpasang banner pertanggungjawaban atas 

pengelolaan keuangan desa. selain belum maksimalnya didalam benner transparansi 

laporan pertanggunjawaban keuangan yang berupa benner,masih juga ada masalah 

yang tidak transparansi terkait dengan adanya proyek fiktif tentang pembangunan 

bendungan dan talud ini yang mengakibatkan keresahan masyarakat sehingga 

dilakukannya demonstrasi guna meminta akan transparansi proyek fiktif ini. Dalam 

demonstrasi masyrakat ini akhirnya mendatangkan pihak berwajib sepertihalnya 

BPD,Bupati,Camat Boja,dan Inspektorat guna mengusut dan menemukan bentuk 

transparansi terkait dengan proyek fiktif berupa pembangunan bendungandan talud  

yang  pada akhirnya dari pihak kpk melakukan pembemberhentian masa jabatan 

sementara sampai waktu masa penyelidikan berakhir,oleh itu untuk mengisi 

kekosongan jabatan kepala desa di desa Purwogondo pihak penangung jawab desa 

(PJDes) dari kecamatan boja mengisi kekosongan jabatan sementara sebagai kepala 

desa purwogondo. 

 

 

 
48Wawancara kepada Kasput selaku warga Dusun Kalongan  RT 03/RW 01 yang  ikut serta pada rapat RT. 
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3.Pelaksanaan Prinsip Partisipasi 

Prinsip partisipasi ini sudah dijalankan dalam pertanggungjawaban penegelolaan 

keuangan dengan diadakannya rapat LPJ yang dilakukan secara periodik dengan 

mengundang pihak RW,RT,tokoh masyarakat,dan perwakilan masyarakat 

namunmasih ada beberapa yang masih harus dievalusi terkait dengan penerapapan 

prinsip partisipasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuang desa sehingga 

masih perlu pendampingan dari pihak pendamping desa atau BPD sehigga partisipasi 

dalam pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  KESIMPULAN 

 Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Purwogondo, dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Perencanaan program pengelolaan keuangan di Desa Purwogondo  telah 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good Governance dengan konsep partisipatif 

masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, keadilan, 

responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa 

melalui Musrembangdes(Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). 

2. Pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa di Desa Purwogondo telah 

menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, akuntabilitas, responsif,transparansi, dan 

keadilan dibuktikannya dengan adanya banner bukti laporan pengelolaan 

keuangan. 

3. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwogondo 

secara akuntabilitas sudah dijalankan secara maksimal, namun masih ditemui 

kesulitan didalam laporan pertanggungjawaban ditemuai beberapa masalah dan 

kesulitan dalam hal pencatatan anggaran karena kurangnya koordinasi perangkat 

desa, namun pemerintah desa akan berusaha menunjukan komitmen dalam 

melaksakan prinsip akuntabilitas. Secara transparansi sudah dijalankan dalam 

pertanggungjawaban terhadap masyarakat dibuktikannya dengan pemasangan 

banner laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tetapi kendala yang ada 

adalah tentang pemasangan yang belum merata di desa purwogondo sehingga 

beberapa dukuh tidak terdapat bukti laporan pertanggungjawban pengelolan 

keuangan desa dan adanya masalah tentang proyek fiktif pembangunan bendungan 

dan talud irigasi yang menjadi masalah utama di Desa Purwogondo ini karena 

kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa terhadap masyarakat desa seta 

masih perlunya pendampingan pembuatan laporan pertanggungjawban pengelolaan 

keuangan. Secara partisipasi sudah dijalankan, dibuktikannya dengan adanya rapat 

LPJ yang dilaksanakan secara periodik yang dihadiri BPD,RT,RW,Tokoh 

masyarakat, dan perwakilan masyarakat desa.  
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B. SARAN  

 Seharusnya didalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwogodo perlu 

ditingkatkan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desanya,karena masih ada masalah seperti contoh terkait adanya proyek fiktif 

pembangunan bendungan dan talud irigasi. Selain itu koordinasi antar perangkat desa 

masih perlu ditingkatkan untuk pengoptimalannya supaya terwujud penerapan prinsip 

Good Governance guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat 

tercapainya Visi Desa Purwogondo yaitu” Menjadi Desa Mandiri, Bermartabat, dan 

Bermanfaat” 

D. PENUTUP 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari 

bahwasanya masih jauh dari kata sempurna, karena penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya 

bagi pembaca. 
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